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PERATURAN BUPATI MUNA

NOMOR : 35 TAHUN 2009 .
TENTANG

PEMBENTUKAN KELEMBAGAAN SEKOLAR MENENGAH KEJURUAN

Menimbang

Mengingat

DI KECAMATAN NAPABALANO

BUPATI MUNA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

bahwa untuk memperluas daya tampung siswa di Sekolah
Menengah Kejuruan sesuai dengan kebutuhan masyarakat,maka
parlu rr?_ambuka sekolah baru

bahwa dalam rangka legalitas sekolah baru tersebut, periu
dibentuk dengan kelembagaan Sekolah Menengah Kejuruan.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a dan b diatas,maka perlu diatur dengan Peraturan Bupati
Muna; :
Undang-undany Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukaq
Daerah-Daerah Tingkat I di Sulawesi; ‘ '
Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang, Sistem
Pendidikan Nasionai; E
Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan; \ :
Undan%-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Per:nerintah
Daerah. sebagaimana lelah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 8 T%hun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang
Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang dan terakhir diubah
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah;
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“ |
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara 'Pemerinlah Pusat dan Pemerintah Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan
Dasar dan Menengah; | .
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga
Kependidikan :
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran
Serta Masyar‘akat Dalam .Penyelenggaraan Pendidikan Nasional;
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang-Standar
Nasional Pendidikan;
F'aratur%m Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daeran;
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembiraan dan Pengawasan Penyelenggaraan
ﬁemerintan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nornor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,Pemerintah.
Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah
Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 010/0/2000°
tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pendidikan .
Nasional;
Keputus’em Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002
tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67/2002 tentang
Pengakuan Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2005 tentang
Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkﬁngan Peﬁeﬁntah
Kabupaten / Kota;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang
Lemtaaran Daerah dan Berita Daerah; |
Peraturan Mendiknas Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar
Isi untuk Eatuan Pendidikan Dasar dan Menengah; )
Peraturan Mendiknas Nomor 23 Tahun 2006 tentang étandar
Kompeteqsi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasagr dan

Menengabh;
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21. -Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 15 Tahun 2007
tentang Pembentukan Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Muna.

22. Peraturan Daérah Kabupaten Muna Nomor 1 Tahun 2008
tentang Penetapan Anggaran dan Pendapatan Belanja EDaeral:\

(APBD ) Kabupaten Muna Tahun 2008;
1

MEMUTUSKAN

Menetapkan :  PERATURAN BUPATI MUNA TENTANG PEMBENTUKAN
KELEMBAGAAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DI,
KECAMATAN NAPABALANO TAHIJN 2008.
BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang d?maksud dengan :

1:Daerah adalah Kabupaten Muna;

2.Bupati adalah Bupati Muna 7

3.Dinas Pendidikan adalah Dinas P’endidikan Kabupaten Muna

4_Kepala Dinas Pendidikan adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Muna.

BAB I
PEMBENTUKAN KELEMBAGAAN

Pasal 2
Membentuk Sekolah Menengah Kejuruan(SMK) dengan Nama,Alamat sebagaimana

tercantum pada lampiran | Peraturan Bupati ini;
N Pasal 3

éekoiah Menengah Kejuruan yang dibentuk tersebut berada dalam lingkup Dinas
Pendidikan dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan.

. Pasal 4
Bagan Organisasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebagaimana tercantum pada

Lampiran I Perat;uran ini;
]
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BAB IlI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang rﬁengetahuinya,memeﬁntahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini

dengan penetapanya pada Berita Daereh Kabupaten Muna.

Ditetapkan di Raha |
Pada tanggal /3% -3 - 2008.

PARAF 'KOORDINLSI P
KEPUTUSAN .BUPATI  MUNA

[UNIT 7 SATUAN KERJA | PARAE / T6L

. TETDAKAB MUNA"
CASISTEN 1 e 3

1 ]
S:GIAN HUKUM o

‘-: ENGELOLA
DInAT peribioikAr d—

Diundangkan di Raha

Padatanggal /3,- 3 -Tahun 2009

SEK

MUNA

ODE KILO

BERITA DAERAH KABUPATEN MUNA TAHUN 2008
NOMOR: 34
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' LAMPIRAN|  : PERATURAN BUPATI MUNA
| 'NOMOR  : 35 TAHUN 2009
TANGGAL : /3 =32 - 2009.

TENTANG

NAMA DAN ALAMAT 'BEKQLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)

NO NAMA SEKOLAH ALAMAT KECAMATAN

1 SMKN 1 NAPABALANO - Desa Pentiro Napabalano

: PARAF  KOORDINAS Wi
1 {EPUTUSAN BUPATI MUNA

|
. wNIT 7 SATUAN KERUA | PARAF / THL } BURATI MUNA
TETDAKAE MUNA 3 Lt p

VSISTEN [ : A {

SHEIAN ALKUM
_4ENGELOLA : Z2 ’

DiyAS Pespipiy | -
i ’
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3

: | 1
. fEAMPIRAN 1I: PERATURAN BUPATI MUNA

NOMOR : %5 TAHUN 2009
TANGGAL : /3 ~ % - 2009.

TENTANG

BAGAN ORGANISASI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)

KOMITE SEKOLAK KEPALA

| TATA USAHA
l _

|

1
WAKASEK KURI- WAKASEK WAKASEK
WAKASEK
KULUM KESISW. 1
| . | HUMAS SARPRAS
GURU
" T
| ~ SISWA
CTGARAF  KOORDINASH ‘ '
KEPUTUSAN BUPATI MUNA ] |
WT ¢ SATUAN KERJA- PARAF / T6. "'_ , :
| . ~ BUPATI MUNA
t:TDAKAB. MUNA vl d il
GISTEN [ N
ABIAN HUKUM vz _J] ;

iNGELOLA _ _ _ _ _| |
.wez&rf—i——i !
- r.—_—-——-_-___d ’

Keterangan
————» Komando

«——» Hub.Timbal balik
Koordirﬁasi
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